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BBAABB.. II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11..11.. KKeedduudduukkaann,, TTuuggaass PPookkookk,, ddaann FFuunnggssii OOPPDD

1.1.1. Kedudukan

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi

dan Usaha Kecil, Menengah.

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan

dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian

koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran

koperasi tingkat provinsi;

c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi

dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin

pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS),

kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2019

d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka

pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat

Provinsi;

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang

perkoperasian dan UKM;

f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan

pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan

UKM di Tingkat Provinsi;

h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka

penumbuhan kewirausahaan baru, ikIim usaha kondusif

bagi UKM di Tingkat Provinsi;

i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan,

kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan

dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

ditingkat provinsi;

j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha menjadi menengah;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan

UKM di tingkat provinsi;

l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM

di Tingkat Provinsi;

m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi

terhadap upaya pemberdayaan daJam rangka pembinaan

Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan

Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola

Syariah (USPPS);

o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;

p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi

Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
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s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11..22.. SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii OOPPDD

1.2.1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawah:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Perizinan;

b. Seksi Kelembagaan dan;

c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan

c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan

Koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,

membawahi:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Kecil dan Menengah; dan

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan

bidang keahlian dan keterampilannya.

1.2.2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.
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1.2.3. Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan

f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1.2.4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masing–masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

1.2.5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

1.2.6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai

Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

1.2.8. Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
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BBaaggaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

Bagan Struktur Organisasi Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 21 Nopember 2016

GUBERNUR
LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
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BBAABB IIII
PPerubahan PPerjanjian KKinerja

PPejabat EEsselon II
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V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perubahan Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 sesuai yang di IKU sebagaimana yang telah di targetkan

meskipun belum semua kegiatan pada usulan Renstra Tahun 2019 dapat dilakukan

karena terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Lampung dalam merealisasikan program/kegiatan tahun 2019, maka

disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya tetap mengacu pada Renstra

yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat

konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sehingga target kinerja

maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis

dan fungsional yang berkesinambungan. Mengupayakan pengadaan sarana dan

prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan

kinerja yang optimal.

Bandar Lampung, Januari 2017
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610307 198603 1 007
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